BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta
pembangunan berkelanjutan saling terkait satu dengan yang lain. Ketiganya
saling mengisi dan mendukung tercapainya tujuan masing-masing. Hukum
menjadi pengawal dalam memastikan arah dari kebijakan pembangunan
nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi konsep
pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dari
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal ini,
diperlukan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk entitas
bisnis (perusahaan), salah satunya melalui kegiatan TJSL. Pelaksanaan TJSL
memungkinkan perusahaan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup melalui kehadirannya. Dalam
hal ini hukum memegang peran penting agar pelaksanaan TJSL dapat berjalan
dengan efektif, yang kemudian akan berkontribusi dalam mencapai

pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, pengaturan mengenai TJSL saat ini pada dasarnya telah sejalan
dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Walaupun sampai saat ini belum
ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai TJSL, namun

pengaturan mengenai TJSL yang sudah ada saat ini telah sejalan dengan konsep
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pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya indikator
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tercakup dalam nilai-
nilai peraturan TJSL. TPB merupakan indikator tujuan dan target dari konsep
pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global. Dalam
penjelasan berbagai perundang-undangan mengenai TJSL juga telah digunakan
pertimbangan berkelanjutan, yang semakin menunjukkan pengaruh pemahaman

pembangunan berkelanjutan dalam pengaturan TJSL.

Ketiga, politik hukum pengaturan TJSL ditujukan untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan. Pengaturan TJSL saat ini masih tersebar di
berbagai undang-undang dan belum menciptakan suatu sinergi. Hukum yang
mengatur TJSL harus terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kualitas pelaksanaan TJSL sebagai
wujud keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dapat
berjalan secara efektif. Pembaharuan pengaturan TJSL yang menggunakan
pendekatan pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dari
pelaksanaan TJSL. Hal ini akan memungkinkan terciptanya shared value yang
maksimal sehingga pelaksanaan TJSL dapat menguntungkan perusahaan,
masyarakat, dan lingkungan hidup. Kesejahteraan yang dipotret dari tiga

dimensi ini merupakan tujuan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

. Saran

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab

sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
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Pertama, mengingat pentingnya peran hukum dalam mengatur TIJSL mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dengan evaluasi pelaksanaan, maka
pembentukan undang-undang yang secara khusus (lex specialis) mengatur
mengenai TJSL tetap diperlukan. Hal ini penting untuk menyinergikan berbagai
aturan mengenai TJSL sehingga dapat meminimalkan kerancuan dan
kebingungan dari perusahaan sebagai subjek hukum TJSL. Perlu diingat untuk
bisa mencapai hal ini, maka diperlukan pengaturan TJSL yang komprehensif
sekaligus spesifik. Pengaturan TJSL dapat menggunakan pendekatan
pembangunan berkelanjutan dalam menyeimbangkan kepentingan para
pemangku kepentingan seperti pemerintah, entitas perusahaan, masyarakat, dan
lingkungan hidup. Hal ini akan mendukung pelaksanaan TJSL yang lebih efektif

dan mendukung tercapainya kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan.

Kedua, pengaturan hukum TJSL sebaiknya melibatkan indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB memberikan acuan mengenai bidang
apa saja yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan setidaknya
sampai dengan tahun 2030. Maka oleh karena itu pelaksanaan TJSL sangat
mungkin untuk diarahkan agar dapat selaras dengan tujuan dan target dalam
TPB. Hal ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
kegiatan TJSL. Dengan dilibatkannya TPB maka kegiatan TJSL dapat menjadi
lebih terarah dan tepat sasaran. Hukum melalui pengaturan peran pemerintah,
perusahaan, dan masyarakat dapat mengatur bagaimana TJSL dapat
mengombinasikan antara pencapaian TPB yang bersifat universal, dengan

kebutuhan spesifik masyarakat daerah sekitar perusahaan yang bersifat lokal.
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